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PEMERINTAH KOTA MEDAN

JL.PELITA IV NO.77 Telp.(061) 80089992.Fax(061)80089992
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IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN (KB)
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Memberikan Izin Pendinian / Operasional Satuan PAUD Kepada : #!
4. Nama - KB CITRA KASIH Fl
b, Jenis Pendidikan - Kelompok Bermain l
¢ Alamat <L Hiull No.302 Blok A Medan 3
Kelurahan - Tangkahan l
Kecamatan : Medan Labuhan ’
Provinsi : Sumatera Utara l
d. Pemimpin - Marina
¢ Aktc Yavasan :Nomor: 29 Tanggal 17 April 2017
Notaris : Musniwaty Mustafa, SH., Notaris di Medan
Satuan PAUD but wajib i K sebagai berikut @
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan keténtuan yane berlaku l
2. Mengirimkan laporan hulanan ke Dinas Pendidikan Kota Medan )
3. Mentaati k per ng-und van° berlaku
4. Wajib mengajuk h bharu lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir l
5. Apabila sclama 2 la}run berturut-turut tidak menyclenggarakan program maka akan dikenakan sanksi }
a  Keputusan ini berlaku selama | (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan, dan scielahnya memperpanjang i
izin kembali. B
b Apabila ketentuan butir | s/d 5 diktum kedua tersebut diatas tidak di indahkan maka Surat Keputusan ini i

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan scbagaimana mestinya

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN ﬂ
Nomor: 420/ 22300 pAUD&EDIKMAS2018 b
TENTANG (l

W

Surat Permohonan Pengelola PAUD CTTRA KASIH No 24/LPCKML/VIL2017 Tanggal 01 Agostus
2017 tentang Permohonan lzin Operasional Baru.

Laporan Hasil Tim Evaluasi Permohonan lzin Opersional Baru diri Dinas Pendidikan Kota Medan
Tanggal 8 Desember 2018

Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syaral dan tata cara Perpanj lzin Op

Kelompok Bermain sebagaimana diatur dalam:

1.Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

2.Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

4, Peraturan Pernerintah Republik indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan

5.Pesaturan  Pemerintah  Republik Indonesia Mo I7 tshun 2010 tentang Pengelglaan dan
Penyelengzaraan Pendidikan.

6.Perat 1 Pendidikan Nasional No. 146 tahun 2014 tentang Pendidilkan Anak Usia Dini

7.Peraturan Menteri Pendidien dan yaan Repubiik No. 84 tshun 2014 tentarig
Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

B.Peraturan Menteri Mo, 134 tahun 2014 tentang standart Nasional Pendidiken Anak Usia Dini.
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